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Pendahuluan

LA ini bukan analisis hukum dan tidak berpretensi melakukan legal-reasoning atas perkara yang bersangkutan. Juga tidak menggugat kembali putusan yang berkekuatan tetap, melainkan sebagai evaluasi kritis atas praktik hukum yang harus dilihat sebagai ekspresi tanggung jawab moral seorang warga negara demi kebaikan bersama. Selain itu LA ini merupakan analisa akademis untuk membangun pemahaman kritis atas subtansi argumen yang berkembang dalam perkara yang bersangkutan dan jauh dari kecendrungan klaim kebenaran sepihak apalagi dogmatis, hal ini sesuai dengan watak dasar filsafat. Terakhir, analisa ini didasarkan pada berbagai data yang muncul dalam proses peradilan kasus hukum H. Muchdi Purwopranjono yang berlangsung di Pengadilan Negri Jakarta Selatan. 

Pertimbangan Dasar

1.   Asas Hukum

· Tegaknya hukum bukan tujuan akhir (causa finalis) dari setiap proses hukum termasuk proses peradilan. Penegakan hukum hanyalah tujuan instrumental (causa instrumentalis) yang berfungsi sebagai “tujuan antara”; bahkan hanya cara untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yakni: perlindungan atas hak-hak setiap orang atau kelompok orang, baik sebagai warga negara maupun sebagai manusia.
· Tugas hakim bukan sekedar menerapkan hukum melainkan menemukan hak para pihak yang bersengketa, yakni hak untuk mendapatkan keadilan, melainkan juga menemukan apakah terdakwa berhak mengklaim diri sebagai pihak yang keluar sebagai pemenang dalam kaitan dengan dakwaan yang dituduhkan kepadanya.
 Keputusasn hakim yang baik dan tepat seharusnya didukung oleh argumen prinsip (the argument of principles)—argumen yang bertolak dari pembelaan terhadap hak setiap orang—dan bukan semata-mata oleh argumen kebijakan (the argument of policies)—yang menekankan manfaat sebuah keputusan dalam konteks kepentingan politik.
 
· Penerapan hukum dengan mengikuti alur berpikir linear formal bisa menyesatkan. Dalam kasus-kasus berat diperlukan tidak saja kecerdasan tetapi juga keberanian moral hakim untuk melakukan pertimbangan secara komprehensif untuk melakukan terobosan hukum waras (reasonable legal breakthrough). Penerapan hukum perlu memperhatikan tiga asas; pertama, asas kesamaan di depan hukum (equality before law); asas ini berkaitan dengan prinsip faktisitas hukum—yakni, prinsip yang menekankan bahwa orang yang bersalah harus nyata-nyata ditindak secara tegas dan bukan sekedar diharapkan; kedua, asas mens rea dan actus reus; asas mens rea menekankan pentingnya kesadaran dan kehendak tersangka dalam melakukan kejahatan. Asas mens rea hendak menegaskan bahwa apabila seseorang tahu bahwa perbuatannya melanggar hukum namun ia tetap saja melakukannya, maka ia layak mendapatkan hukuman atau dituntut pertangung jawaban hukum; ketiga, asas porposionalitas (proposionality); asas proporsionalitas menuntut bahwa orang yang bersalah memang harus dihukum namun hukuman tidak boleh lebih berat daripada yang seharusnya. 
2.   Sikap profesional

Profesionalisme pada galibnya menuntut pengetahuan mendalam dan sekaligus integritas moral untuk menggunakan pengetahuan dan keahlian secara bertanggung jawab. Kendati dengan sasaran yang berbeda dari segi subyek yang dibela, baik advokat, penuntut umum, maupun hakim profesional seharusnya bekerja dengan orientasi dasar yang sama: membela keadilan dan kebenaran. Itu berarti tugas seorang penuntut umum bukan membangun argumentasi untuk sekedar menghukum tersangka, melainkan menuntut hukuman yang seadil-adilnya bagi tersangka apabila terbukti bersalah. Hal yang sama juga berlaku bagi seorang advokat. Tugas utamanya sebagai seorang profesional bukan berupaya membebaskan kliennya melainkan membela hak-hak klien. 
Mencermati Argumen dalam Proses Peradilan

1.   Kesetiaan positivis

· Kekuatan argumen para pembela terletak terutama pada konsistensinya menuntut pembuktian empiris faktual atas berbagai gejala pelanggaran hukum yang dituduhkan kepada tersangka, misalnya mereka sangat kukuh menuntut pembuktian faktual empiris tentang adanya motif tersangka untuk membunuh korban, menuntut pembuktian kebenaran pengguna hand-phone dalam gejala komunikasi antara Pollycarpus dan tersangka dengan mempersoalkan apakah secara empiris faktual komunikasi itu benar-benar telah terjadi sementara tak ada “jejak suara” yang dapat dijadikan bukti untuk itu, menuntut kebenaran tersangka telah memberikan sejumlah uang kepada Pollycarpus, apakah dapat dibuktikan bahwa tindakan itu memang merupakan bagian dari upaya menghabisi nyawa korban, menuntut keberlakuan surat rekomendasi yang menurut saksi Budi Santoso (bawahan tersangka) dan Indra Setiawan (Dirut Garuda) dikeluarkan oleh tersangka. 
· Kecermatan dan konsistensi pembela mengeksplorasi “motif” pembunuhan terhadap Munir memperlihatkan dengan sangat jelas betapa pembela dengan sangat cerdas menemukan titik lemah yang oleh penuntut umum justru dijadikan salah satu basis penting argumennya. 
· Adanya sebuah motif, meskipun benar sekalipun, sulit dibuktikan secara empiris faktual. Dari segi positivisme hukum, sebuah motif hanya punya kekuatan sebagai data hukum apabila pemilik motif mengakuinya. Ini wajar karena hanya tersangka yang paling tahu motif tindakannya. 
· Tanpa harus mengatakan bahwa seorang tersangka pasti berbohong, menjadi kecendrungan psikologis umum bagi siapa saja yang sedang berada pada kursi pesakitan untuk tidak mengakui hal-hal yang disadarinya memberatkan, termasuk motif tindakannya. Dengan demikian, menolak argumen penuntut umum dengan alasan bukti yang diajukan telah ditolak oleh terdakwa (bdk. Nota Pembelaan, hlm. 10 dst.: penolakan Tim Pembela atas kesaksian Budi Santoso dengan alasan telah ditolak oleh terdakwa dan Pollycarpus), dari segi basis sebuah argumen juga tidak punya signifikansi substansial.
2.   Kesesatan logika “post hoc” – “propter hoc”

· Tim Advokat menuntut JPU untuk membuktikan hubungan sebab-akibat antara berbagai fakta yang terkuak melalui para saksi baik sebagaimana tertuang di dalam BAP maupun yang diungkapkan di depan pengadilan. Tim pembela menggunakan logika post hoc tanpa sikap kritis mengkaitkannya dengan propter hoc. Kematian Munir memang terjadi sesudah berbagai gejala yang disebutkan dalam BAP maupun fakta persidangan (post hoc). Akan tetapi fakta bahwa kematian Munir terjadi sesudah adanya gejala-gejala tersebut sama sekali tidak menjadi alasan cukup untuk mengatakan “karena itu Munir dibunuh oleh Pollycarpus atas suruan tersangka” (propter hoc). Fakta yang terjadi secara berurutan tidak dengan sendirinya berarti bahwa hal yang terjadi lebih dahulu dengan sendirinya merupakan penyebab untuk hal yang langsung menyusulinya; atau, apa yang terjadi kemudian tidak dengan sendirinya merupakan akibat dari hal terjadi sebelumnya. Kejadian-kejadian yang sifatnya berurutan disimpulkan memiliki relasi sebab-akibat, padahal belum tentu demikian.
· Kesimpulan Tim Pembela--adanya fakta berurutan tidak dengan sendirinya berarti telah terjadi pembunuhan secara berencana oleh tersangka--memang benar. Akan tetapi Tim Pembela melakukan sebuah lompatan yang secara logis sesungguhnya menyesatkan. Yang valid untuk dipertahankan adalah: belum tentu ada hubungan sebab-akibat antara berbagai fakta yang berurutan itu. Namun yang terjadi, Tim Pembela “melompat” menyimpulkan : jadi, tidak terbukti telah terjadi pembunuhan berencana;  atau jadi, tidak terbukti tersangka menyuruh Pollycarpus membunuh korban.
· Terdapat perbedaan mendasar antara tidak terbukti dan belum terbukti. Secara logis kesimpulan “tidak terbukti” harus dianggap tidak valid karena kualitas kesimpulan itu “terlalu kuat”, sebuah kualitas kebenaran yang sesungguhnya tidak diisyaratkan oleh logika post hoc. Dalam kejadian yang berurutan, hubungan sebab-akibat bisa benar tetapi bisa juga tidak benar, alias belum tentu benar. Kesimpulan akhir yang dirumuskan dalam frase “tidak terbukti” sesungguhnya merupakan loncatan dari kebenaran yang sifatnya “kemungkinan” (probabilitas) menjadi “kepastian” (certainty). Lompatan logika seperti ini sesungguhnya menyesatkan.
· Kecerdasan Tim Pembela “memainkan” logika menjadi semakin sempurna ketika teori desepsi diselipkan sebagai bagian dari kontra-argumentasi terhadap argumen penuntut umum (Nota Pembelaan, hlm. 4 dst.). Teori ini mengatakan bahwa seharusnya kita tidak mudah terkecoh untuk cepat-cepat menarik sebuah kesimpulan hanya karena pendapat umum. Dalam kasus hukum, mau dikatakan bahwa seharusnya kita tidak mudah menjatuhkan penilaian pada seseorang hanya karena ia oleh umum dianggap sebagai pelaku yang paling potensial. Maksudnya, orang yang paling dicurigai (mostly suspected) tidak dengan sendirinya berarti ia juga merupakan pelaku yang sebenarnya.
· Teori desepsi qua teori memang valid. Orang yang paling dicurigai belum tentu bersalah (bukan pasti tidak bersalah). Teori ini mengingatkan kita akan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam melakukan penilaian dan menerapkan sanksi hukum. Ketidak-hati-hatian berisiko seorang tersangka dihukum lebih berat dari seharusnya (melanggar asas proposionalitas). Lebih buruk dari itu, ketidak-hati-hatian melakukan penilaian hukum berisiko orang yang bersalah tidak dihukum sedangkan yang tidak bersalah dihukum. Di sini pembuktian bahwa tersangka memang bersalah (tuntutan asas mens rea dan actus reus) menjadi urgen. Prinsip kehati-kehatian penting untuk mengamankan hak tersangka atau para pihak yang berkonflik.
· Masuknya teori desepsi dalam argumen Tim Pembela mengesankan adanya upaya penggiringan opini untuk membebaskan tersangka. Padahal logika “desepsi” sesungguhnya bermuara sama dengan logika post hoc: tersangka belum tentu bersalah. Hanya itu. Akan tetapi ketika ditempatkan dalam kerangka argumen pembelaan terhadap tersangka, apalagi kalau dikaitkan dengan upaya pembebasan tersangka (karena seluruh argumen dalam Nota Pembelaan selalu diakhiri dengan tuntutan pembebasan tersangka dari semua tuntutan hukum), logika desepsi berpotensi deseptif. Penuntut umum dan hakim yang tidak cermat dapat terseret oleh logika yang berpontesi menyesatkan ini. Sekali lagi, hal itu tidak berarti bahwa tersangka memang besalah atau terbukti melakukan kejahatan yang dituduhkan kepadanya; melainkan bahwa ia bisa saja tidak bersalah tetapi bisa juga bersalah. Teori desepsi sifatnya cuma mengingatkan untuk tidak tergesa-gesa mengambil keputusan; bukan membawa kita pada suatu kesimpulan bersifat final atau pasti.

Catatan Penutup:

Konsistensi Penerapan Argumen dan Pentingnya Peranan Hakim

1. Secara keseluruhan, argumentasi yang dikembangkan Tim Pembela bertumpuh pada posisi dasar positivisme hukum yang meletakkan kebenaran semata-mata pada pembuktian empiris faktual. Intinya, tidak ada teori atau kebenaran yang pantas dijadikan bukti tanpa pembuktian empiris faktual. Karena itu ketika penuntut umum belum mampu membuktian berbagai “temuan” yang didapatkan lewat kesaksian para saksi, kesaksian-kesaksian itu dengan sendirinya dianggap gugur. 

Pendekatan formal positivistik itulah yang juga membuat mubasir informasi-informasi penting  tentang keterlibatan tersangka terutama dari Budi Santoso dan Indra Setiawan. Kalau kesaksian dari seorang Suciwati, Hendardi, Usman Hamid dan Poengky diragukan barangkali agak dapat dimaklumi. Posisi mereka yang hampir tak berjarak dengan korban bisa saja membuat kesaksian mereka tidak seluruhnya obyektif. Distrosi kebenaran selalu bisa terjadi ketika terdaapt ikatan emosional cukup tinggi natara para saksi dan korban. Tetapi bagaimana kita harus meragukan kesaksian dari seorang Budi Santoso yang nota bene bawahan tersangka?; atau seorang Indra Setiawan yang nota bene tak punya hubungan kepentingan apa pun baik dengan tersangka maupun korban? 

Suatu “kerugian” besar bahwa Budi Santoso tidak pernah hadir dalam persidangan sehingga konfirmasi atas kesaksiannya tak dapat dilakukan. Kahadirannya menjadi sangat penting karena di situ bisa menjadi jelas juga apakah betul ia “memiliki motif untuk menjerumuskan terdakwa Muchdi Pr selaku atasannya” sebagaimana dituduhkan Tim Pembela terdakwa (Nota Keberatan, hlm. 14). Penuntut umum yang jeli seharusnya bisa menggunakan “tuduhan” ini sebagai kontra-argumentasi terhadap Tim Pembela yang juga menggunakan unsur “motif” (rasa tidak senang terdakwa sebagai alasan menghabisi korban) untuk menunjukkan kelemahan argumen penuntut umum.
2. Lebih dari itu, apabila penuntut umum cukup jeli ia seharusnya bisa secara cerdas menggunakan kesesatan logika post hoc – propter hoc untuk mengkritisi keputusan hakim atas Pollycarpus karena kasus Pollycarpus dan Muchdi Pr berkaitan satu sama lain. Kalau logika tim Pembela benar, maka logika yang sama juga seharusnya berlaku dalam kasus Pollycarpus yang didakwa “Turut Melakukan Pembunuhan Berencana” atas korban Munir (lihat Putusan Perkara Pidana No. 1361/PID.B/2005/PN.JKT.PST atas nama terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto). Seandainya benar bahwa Pollycarpus menerima sejumlah uang dari terdakwa; benar juga bahwa ia mendapat rekomendasi dari terdakwa untuk ditempatkan di bagian aviation security Garuda; juga benar bahwa ia telah melakukan komunikasi telepon baik dengan terdakwa dan dengan korban; benar pula bahwa ia mengajak korban untuk minum di bandara Changi Singapur; apakah harus disimpulkan bahwa ia memang membunuh korban? Tentu tidak (Lihat Nota Pembelaan). Pertanyaannya lalu: kalau betul demikian, mengapa cara berpikir sesat ini diterapkan pada kasus Pollycarpus? Konsistensi penerapan argumen penting apabila kita sepakati bahwa keadilan dan kebenaran adalah muara terakhir dari setiap proses hukum. 
3. Kasus Pollycarpus juga seharusnya bisa menjadi preseden bagi hakim dalam melakukan pertimbangan dan mengambil keputusan. Karena terdakwa Pollycarpus dan terdakwa Muchdi Pr dihadapkan ke pengadilan dalam kasus yang sama maka seluruh logika yang digunakan untuk Pollycarpus juga harus diterapkan pada Muchdi Pr. Hakim hanya dibenarkan mengabaikan preseden hukum apabila ia mampu membuktikan bahwa keputusan dalam preseden itu memang tidak dapat dipertanggung jawabkan. Sekali lagi di sini dituntut konsistensi dalam argumen hukum.
4. Korelasi empiris faktual antara berbagai kesaksian dan fakta pembunuhan Munir memang belum dapat dibuktikan secara tegas. Akan tetapi dengan berpegang pada logika post hoc (karena ada relasi post hoc -- kejadiannya berurutan -- maka ada kemungkinan relasinya juga bersifat propter hoc -- peristiwa yang terjadi kemudian disebabkan oleh peristiwa yang mendahuluinya) sekurang-kurangnya ada “petunjuk” ke arah kasus hukum yang disangkakan terhadap terdakwa. Demi keadilan dan kebenaran, hakim seharusnya mengeksplorasi semaksimal mungkin pentunjuk ini dan sedapat mungkin menjadikannya bagian dari pertimbangan dalam mengambil keputusan.

5. Memperhatikan kesesatan logika serta inkonsistensi penerapannya; mencermati gejala ketidak-hadiran Budi Santoso dan memahami betapa beratnya kasus hukum yang dihadapi terdakwa, harus kita katakan bahwa pendekatan logika linear positivistik tidak memadai. Di sini lalu menjadi penting keberanian moral seorang hakim untuk menggunakan ruang diskresi untuk melakukan terobosan hukum. Privilege profesional ini menjadi tumpuhan terakhir untuk mengharapkan tegaknya keadilan dan kebenaran. Persoalannya, apakah hakim memiliki keberanian moral untuk melakukannya? Yang kita harapkan adalah bahwa keputusan seorang hakim bertumpuh pada asas hak demi membela keadilan dan kebenaran dan bukan sekedar menyenangkan siapa pun atau kepentingan apa pun di luar logika hak dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Di sini independensi, imparsialitas, integritas dan profesionalisme hakim dipertaruhkan. Tuntutan ini tidak mudah diwujudkan tetapi itulah konsekuensi profesi hakim yang telah diplih secara bebas oleh yang bersangkutan. ***

�Disampaikan dalam forum Eksaminasi Publik atas kasus Muchdi Purwopranjono yang diselenggarakan oleh Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir (KASUM) pada tanggal 15-17 April 2009 di Jakarta.


�Lihat Ronald Dworkin, Taking Rights Seriously (London: Gerald Duckworth & Co. Ltd., 1977), hlm. 4 dst; 82-85.  


�Lihat Immanuel Kant, The Metaphysical Elements of Justice, Translated with an Introduction by John Ladd  (Indianapolis, New York: The Bobs Merrill Company Inc., 1965). 
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